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Abstrak

Tesis dengan judul “Analisis Putusan Bupati Sampang No 188 Tentang
Penundaan Pemilihan Kepala Desa”, ini untuk menjawab pertanyaan tentang
apakah bupati Sampang berwenang untuk menunda pilkades sampai tahun
2025, dan bagaimana dampak dari Surat Keputusan Bupati Sampang tersebut
dilihat dari perspektif demokrasi:

Penelitian tentang, Analisis Putusan Bupati Sampang No 188 Tentang
Penundaan Pilkades dalam Perspektif Demokrasi ini. merupakan jenis
penelitian hukum normatif yuridis, dengan menggunakan dua metode
pendekatan yaitu pendekatan Undang-undang (statute approach), untuk
mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
persoalan penundaan pilkades di Indonesia, dan pendekatan konseptual,
(conseptual approach), untuk mengkaji permasalahan penelitian melalui
doktrin-doktrin hukum, pandangan para ahli, dan asas-asas hukum untuk
Menyusun konsep ideal tentang penundaan pelaksanaan pilkades di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, secara konstitusional
surat keputusan nomor 188 yang dikeluarkan oleh bupati Sampang tentang
penundaan pilkades bukan menjadi kewenangan Bupati, karena yang berhak
untuk menunda pemilihan kepala desa adalah Mendagri sesuai dengan
peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 pasal 57 yang mengatur tentang
kebolehan untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa. Menurut pasal
57 ayat 1 dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pilkades, kepala
desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya
Bupati/wali kota mengangkat penjabat kepala desa, ayat 2 kebijakan
penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada
ayat lditetapkan oleh Menteri. Kemudian penundaan pilkades atas SK Bupati
tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap proses demokrasi dan
pemerintahan di tingkat desa. Beberapa dampak utamanya adalah
ketidakpastian pemerintahan di tingkat desa, serta menghambat hak warga
desa untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Kata Kunci: Pilkades, Demokrasi.Kewenangan
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